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  ABSTRAK  - Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau 

perekonomian dan menghambat pembangunan daerah untuk kepentingan 

masyarakat. Bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya 

tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat 

dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan 

(Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lebak. 

 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU 

Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 

2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 

68 Tahun 1999; Permen Nomor 71 Tahun 2000; Permen Nomor 53 Tahun 

2010; Permen Nomor 12 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Perbup Lebak 

Nomor 100 Tahun 2020. 

 

  - Peraturan  Bupati ini tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, 

sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan 

(Whistleblowing System) TPK sebagai acuan pelaksanaan didalam 

penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lebak. 

  

 CATATAN : -  Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Juni 2021. 

 

  -  Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perda atau Perbup yang mengubah 

atau mencabutnya. 

  -   

 


